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RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING
SURAT TERCATAT
Nomor : 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari ini SENIN tanggal 4 SEPTEMBER 2023, saya Yadi Supriyono, SH.MH. Jurusita
pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk
melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Rini Retno Setyowati, terakhir diketahui beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang
saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, untuk selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbantah VI/ Turut Terbanding VI;

Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Dr. Budi Kusumaning Atik,
SH.MH. dkk, Advokat dan Pengacara, yang beraiamat dan berkantor di Jalan Raya Margorejo 12D
Surabaya, dalam hal ini selaku kuasa dari Ong, Suhadi Wijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. Cinderella Vila Indonesia, beralamat di Jalan Tanjungsan No.20 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023, dahulu sebagai Terbantah sekarang Pembanding,
terhadap Putusan Pengadilan Neceri Surabaya tangoal 27 Juli 2023 Nomaor
19/Pdt.Bth/2023/PN.Shy. dalam perkara antara

PT. Cinderella Vila Indonesia dahulu sebagail Terbantah sekarang Pembanding;
Lawan
PT. Muara Bayu Sejahtera Utama, Dkk. Dahulu Pembantah, Para Turut Terbantah sekarantg
Terbanding, Para Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini sava laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kola Surabaya unfuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahul oleh yang bersangkutan / masyarakat,

Kepadanya saya jelaskan bahwa, bahwa terhadap memori banding tersebut dapat dijawab
secara teriulis yang ditanda tangani olehnya sendirifkuasanya yang sah serta diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Surabaya.

Penverahan ini sava laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas penyerahan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang memberitahu /

Jurus

id}-Supriyono, SH.MH.
NP, 196509301986031002
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KANTOR ADVOKA
DR. Budi Kusumaning Atik, SH, MH & ASY
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Reepads Yang Terthormun

Hapah KetmaPenpadibon Dinggar Lowa L
MelahwbetuaPengadiban Nepen Surabaya
In

Surabaya

Perthal  Memaon Bainding

Dengnbuirmat,
Yang bertandutangan di baw alin:

I Namig Dr. BUDI KUSUNLANING ATTKSHLMI
Fempat - Tanggal Lalur Banyvusangs, 20 September 19260
D O3 tabiin
Jems Kelmn s Perempuin
Ay - Krsten Protestan
Warga Negara CInduesia
Al L SedosermoAsrdas 20 0167, Surabays
Pekerpim Aok
Status Kawimn L Kawin
Pendhdikin S
Fanpeabnlmberlakunya KTPA 015 Februan 1986
Tanggalherakhmmya KTPA - X1 Besember 2024
10 Nan S MALVIN REYNALDL S, M1
Tempit - Tangyal Lalur Aakarta 1 Mer 1952
Lt ] b
Jems Kelamm Laka-laka
A I risten Prodesim
Warga Negara Idonesu
Al Apantemen Waterplace Tower 3 OSADS, Surabaya
Peketpim Advokal
Sttt Kaw i Kitwin

Pemhidikin 52



Tanggal mulai berlakunva KTPA : 5 November 2010
Tangeal berakhimyva KTPA : 31 Desember 2024

3. Nama : RISKA YOURINA, SH, MH
Tempat * Tanggal Lahir - Malang, 16 Juni 1987
U mur * 36 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Knisten Protestan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : JI. Surak No, 12, Malang
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan Y.

Tanggal mulai berlakunya KTPA : 20 Maret 2013
Tanggal berakhimva KTPA : 31 Desember 2024

Advokat dan Pengacara vang beralamat dan berkantor di Jalan Rava Margorejo 12 D Surabaya,
sesuai dengan sural Kuasa terianpgal 8 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak selaku kuasa
dari:

Nama : ONG, SUHADI WLIAYA, dalam hal ini bertindak
urituk dan atas nama PT CINDERELLA VILA
INDONESIA

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya. 15 Februari 1958

Lmur 2 65 tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Kristen

Warga Negara : Indonesia

Alamat - Darmo Green Garden C-22, Surabaya

Pekerjaan/Jabatan - Direktur

Status Kawin : Kawin

yang selanjutnya disebut sebagai .............. PEMOHON BANDING dahulu TERLAWAN,

MELAWAN

Lo PT. MUARA BAYU SEJAHNTERA UTAMA sebapai TERMOHON BANDING dahulu

PELAWAN

P1.EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT PANDAWA sebagui TURUT TERMOHON

BANDING I dabulu TURUT TERLAWAN |

3. RACHMAD BAKTI sehugar TURUT TERMOTON BANDING 11 duliulu TURUT
TERLAWAN II
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DRA. WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH sebagai TURUT TERMOHON BANDING

1l dabulu TURUT TERLAWAN 111

KUKUH BUDI RACHMAN sebagai TURUT TERMOHON BANDING IV dahulu

TURUT TERLAWAN IV

6. RINI RETNO SETYOWATI sebagai TURUT TERMOHON BANDING V dahulu
TURUT TERLAWAN V

1. SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI sebagai TURUT TERMOHON BANDING VI
dahulu TURUT TERLAWAN VI

PEMOHON BANDING dengan ini mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan
Negen Surabaya No. 19/PdiBth 2023 PN .Shy... tanggal 27 Juli 2023 vang amar putusannya
sehagai berikut;

MENGADILI

DAILAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi dari Pembantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

!
2
=
4.

. Mengabulkan baniahan Pembanicah untuk sebagion |

Menvatakan Pembantah Eksekusi adalah Pembantah yang Baik dan Benar;
Menvatakan Pembaniah sebugai Pemhbeli vang beritikad baik.

Menyatakan sah dan memiliki kekwatan hukum mengikar Akte No. 37 anggal 9
November 2017 yang dibua di hadapan Edhi Susanto. S H., M.H, Notoris dan PPAT
di Kotu Surahaya,

Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yalni sebidang
tanah seluas 25 0N M tdwa puluh lima ribu meter perseg) vang terletak di Jalan
Tanjungnari Nomor 73 - 75, Avemrowa. Kota Surabaya,

Menyatakan tdak memiltki kekvatan hukum berlaku Penetupan Pengadilan Negeri
Surabava No. 46 EKS 2006 PN Shy Jo. No. 191Pdi.G 2006'PX Shy Jo. No. 369/
Pedr. Phw 2006 PN Shy Jo. No 32 Pdi 2008 PT Shy Jo Na 2395 K'Pde 2008 Jo. No.
273 PK P 2011 Jo. No. 709 PK Pedt 2620 1anggal 16 Desember 2021 herikur dengan
penetapan-penetapan lanjutannya.

Menyatakan  Releas  Panggilasn (Aanmaning) No. J6/EKS2006-PN.Sby Jo. No.
191/Pd1 G 2006 PNShy  Jo.  No 569 PdiPhe 2006 PNShy  Jo.  No
32 Pedt 2005 PT Shy Jo. No. 2395 K Pdr 200X Jo No 273 PK Pde 2011 Jo. No 709
PKPdr 2020 tanggal 31 Desember 2021 tidak berkekuatan hukum,

Menghukum Terbantah dun Para Turwt Terhantah untuk tunduk dun patah terhadap isi
putusan datam perkara hantakan ini;




9. Menyatakan Putusan dalam perkara mi daput dilaksanakan terlebih dahudu meskipun

adu upaya hukum Verzet. Banding manprn Kasasi.

1) Menghukum Terbantah uniuk membayvar biava vang iimbul dalam perkara im sehesar
Rp 14493 000,00 tEmpat helas jute empat ratus sembilan pulubi lima ribu rupiah),

1. Menolak hantahan Pembantah wntuk selain dan selebihnya

Bahwa keberatan PEMOHON BANDING didasorkan atas hal - hal sebagai berikut:

. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ague adalah unuk  menentukan  apakah
TERMOHON BANDING ~ PELAWAN adalah pembeli vang beritikad baik di mata
hukum. vang untuk memawabnyva terdapat 3 (tiga) 1su utama vaiu :

1.} Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memiliki Legal Standing yang
dipersyaratkan oleh hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke -3 (Derden Verzer)?

Dasar Hukum * batu ujt vang sepatuinya digenakan terkait hal ini adalah SEMA No.
7 tahun 2012 Jo. SEMA No._ 3 wahun 2018, vane mengatur bahwa Derden Verzet atas
senpketa tanah. hanva dapat diajukan berdasarkan Pasal 195 ava (6) Jo. Pasal 208
HIR. karena alasan “kepemilikan”™ (Hak Milik. Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha, Hak Pakai dan Hah Guada 1anah).

Apabila SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahon 2018 yang digunakan
sebagal dasar Hukum * batu uji. maka akan didapati bahwa TERMOHON BANDING
[ PELAWAN udak memiliki Legal Standine uatuk mesgajukan Derden Verzet,
karena tidak ada satu buktipun vang menunjukkan bahwa TERMOHON BANDING
[ PELAWAN memiliki Serufikat Hak Atas tanah dengan nama TERMOHON
BANDING / PELAWAN sebagal pemegang hak atas obvek sengketa,

2.) Apakah benar telah terjadi peralihun hak yang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING I /TURUT TERLAWAN [ kepada

TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Dasar Hukum ' butu u)) yvang sepatutnva digunakan terkait hal ini adalah PP No. 24
tahun 1997 wentang Pendaltaran Tanah dan PP No, 37 twhun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabut Pembuat Akta Tanah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/

PUU - XIX/ 2021,
Apabila PP No. 24 1ahun 1997 teatang Pendafiaran [anah dan PP No. 37 whun 1998

tentang Peraturan Jabatan Pejabst Pemboat Akita Tanah, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 12 PUU - XEX 2021 yvang digunakan sebagai dasar hukum ' batu uji.
maka akan didapati bahwa 1idak pemah terjads Peralihan Hak atas anah yang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING | 7TURUT TERLAWAN | dengan
TERMOHON BANDING / PELAWAN atas obyek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli
yang beritikad baik di muka hukum?
Dasar Hukum * bate ugi vang sepatumya digunakan terkait hal ini adalal Rumusan

Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016,
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Apabila Rumusan Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016 yang digunakan
sehagm dasar hukum ' batu uji, maka akan didapat bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad
baik.

2. Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN sangat berkeberatan atas keseluruhan

pertimbangan — pertimbarnigan hukum, oleh karena :

1) Judex Factie ndak mempertimbangkan buku — bukti kunci yang diajukan oleh
PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang sesungguhnya dapat membuat terang
dan jelas perkara aguo;

2.) Judex Facrie Yala dan / atau salah dalam mentlal suatu alat bukiy: (sehagal contoh
mempersamakan Akta Notaris dengan Akw PPAT. padahal keduanya memiliki
kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda dalam konteks peralihan hak atas
tanah.)

3.) Judex Factie kerap kali menerapkan aturan bukum vang tidak relevan dan tidak
sesual konteksnya atas suatu 1su / permasalahan yang sedang diugi;

4.) Judex Facne tdak mempertimbangkan - menuliskan secara lengkap dalam putusan,
keterangan - keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh PEMOHON
BANDING / TERLAWAN.,

3. Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN adalah pihak vang memiliki SHGB NO.
30 atas obyek sengketa dengan nama PEMONON BANDING / TERLAWAN sebagai
pemegang haknya, senta welah dikuvatkan dengan Putusan Peninjavan Kembali Ke - 2 No.
709/ PK) Pdv 2020, sudah sepmunya untuk diberikan perlindungan hukum sebagai
pemegang hak atas tanah yang sah, yang wagth dilindungs dar tangan - tangan jahat malia
tanah vang selalu mencoba mengpanged kepemilikan PEMOHON BANDING /
TERLAWAN atas obyek sengketa sejak 1abun 1993 hingga saat ini,

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali buku Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan secara resmi oleh
Kantor Pentanahan Surabaya | vang welah diajukan sebapai bukti T —2 oleh PEMOHON
BANDING/TERLAWAN padaha) bukti tersebut merupakan bukii vang menentukan
dalam mengugi dan mengadili perkara aguo karena dari bukt tersebut sudah nyara secary
jelas dan tegas siapa vang terdaflar atou tercatat sehagai pemegang hak atas obyek sengketa
sebelum maupun pada saar berlangsungnya persidangan perkara ini, sebagaimana dapat
divruikan berikut mi ,

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, No Berkas
21807 ¢ 2022, NTPN © 820220420854080 20/04/2022 16,4235, tanggal 20 April 2022,
yang pada pokoknye Kamtor Pentanaban Kot Surabaya 1 (BPN/ Kementrian ATR)
mencrangkan bahwa :

“1. Sebidang tanah terletak di

Alamat - ASEMROWO

Letak SASEMROWO, Kecamatan ASEMROWO

NI S12002700.06120

L




Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut
dinyatakan sudah diterbitkan sertipikat pada KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURABAYA |
Atas nama : PT CINDERELLA VILA INDONESIA
Sertiptkat : Hak Guna Bangunan 12012701300030 Kelurahan ASEMROWO
Luas - 25590 m2
Yang mana dari bukti T - 3 di atas jelaslah bahwa tanah obyek sengketa aguo merupakan
milik PEMOHON BANDING / TERLAWAN dan tidak ada satu putusanpun yang
membatalkan Sertifikar Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella Vila
Indonesia (PEMOHON BANDING ! TERLAWAN) tersehut.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factic TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukti — bukti vang diajukan PEMOHON BANDING/TERLAWAN, yaitu :
- I = 15a, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dan Polrestabes
Surabaya;
T — 15h. Tunda Terima Permohonan Sertifikat Pengganti SHGB Ne. 30 dari Kantor
Pertanahan Surabaya [;
- T=15¢, Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 / Kel. Asemrowo;
= T =15d. Sertifikat Hipotik No. 125/ 1996;
Yang mana dari kesemua bukti di atas jelaslah terbukti bahwa atas obyek sengketa benar
telah terdapat alas hak vaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT
Cinderella Vila Indonesia (PEMOHON BANDING ' TERLAWAN) tersebut.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuctie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali Keterangan Saksi fukta Hendr Kusmaryanto, S.5T. Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pentanahan, Kamor Pertanahan Surabaya | yang diberikan di bawah sumpah
yang pada pokoknya menymakan bahwa alas obvek sengkers wlah 1erbit Sertipikat uk
Guna Bangunan atas nama PEMONON BANDING " TERLAWAN vang dapat dibuktikan
kesesuaiannya dengan Buku Tanah yang terdupat pada Kantor Pertanahan Surabaya |,

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuctie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukti T = 2 yaihw Puusan Pengaditan Tata Visaba Megara Surabaya No. 6/ P/ P/
2020/ PTUN.Shy, tertanggal | Juli 2020 yang dari putusan tersebut nyata jelas pada tahun
2020 TURLIT TERMOHNON BANDING 1/ TURUT TERLAWAN | menyatakan dirinya
adalah pemilik obyck sengketa, yang mana hal ini berienianpan dengan dalil TERMOHON
BANDING / PELAWAN dan TURUT TERMOHON BANDING )/ TURUT
TERLAWAN | yang dalam perkara aquo mengaku pada tahun 2007 obyek sengketa sudah
beralih kepemilikannya kepada TERMOHON BANDING / PELAWAN.,

Bahwa Judex Factie telah salah dalam mentlal alat bukti yang diajukan TERMOHON
BANDING / PELAWAN khususnya Bukii PP - 05 {Akta Perjanjpian Pengalihan Hak No.
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V7, tungead 9 Nowenber 2017 dibuat di hadapun 1:dhi Susanto, .31, ML, Notaris di Kot

Suribav i, oleh karena

L) AR Peranpion Pengalian: Hak Noo 37 tersebut hanyaluh Akta Notarts, BUKAN
ARKTA PPPA l';

2 Pembuatin Akt Perpmgion Pengalihan Hak No 37 kb an oleh b dhi Susanto dadim
hedudihanmya sebagiar Notans, bukan dalam keduduknnnyn sehagai Pejabat
Pembunt Akt Tanab (PPAT)

V) Obvek vang diperangthan dadam ARt Perpupan Pengaliban Hak No, 37 tersebit
aditah Petoh B, sementara di ot tanay tersebont teliah terdupat Seevnfikan Hak G
Bangunan Noo W0 as nama P Casderelln Vila Indonesi (1) MOION BANDING /
TERIAWAN)

L) Akt Petqanpran Pengalihan Hak Noo 37 tersebut haoya mengikat pihak yung
menanditangant dan tdak mengihat obyek senpheln yang mempunyim alus Dok
Sertihihat Plah Coma Bangoman So W atas i P Cinderela Vil Indonesia
('F MOBON BANDING - LFRT AWAN)

SOTURU T PERBANDING D TURUT THREAWAN L dan [T RMOTTON BANDING /
PETAWAN elah mengethun buhwa obyek jusl beli dalam kendann senghketa, yang
terbubte dengan admya Bera Acara 1 hselast Soomon 60 FRS2000TN Shy lo
Nomor 1917 2D 20000 PN Sy vang duadiban obyek dalam perganpan teesebul.

Bubwa Pertimbangan Nubum Judiy Factie yung mempertmbamghon petitum angka 2
i) T RMOTION BANDINCGITEL AWAN sehagammana tentuang dakam periimbangan
hukumuoy a dan a7 (empat pulul gubi poragead terskhic sampa dengan halaman
S thma pulah tigad paragral ke 2 tdual, vang pada pokoknya menyatakan;

bahwa kepenuhihim obyek sengketaelah berabih dur TVRVTT TERBANDING 17 FURE
FEREAWAN ) Repada 13 RMOTON BANDING - PEYAWAN dengan dasar adimy o
Akta Notars Pergangran Pengalihan Hak No 37 tanggal 9 November 2007 yang dibuat
dihadupan Notaos Ddin Susanto dan adnya pengakuan THRUT TERBANDING I/
TURLEE TERY AWAN Tyang membenarkin adany a perabihan hah,

merupakun pertumbangan hukum yang keliru dan tidab berdisar atas hukuam oleh Karena |

[.) Akt Pengalthan (lak Noo 37 yang digquban sehigan huko I 05 oleh TERMOTTION
BANDING * PLEAWAN merupakan Akt Notans din buken Akta PPAT,

2.) Ahta Pengaliban 1Tak Ny 37 tidak peranh didafiarkan pada Kanter Pertannhan
setempat sehagarnana disvarathan didam Pasal 39 asat 1) hural adan 1, Pasal 40 PP
Noo 20 tahon 1997 tentang PeadalCoan Lunad serta Pasal 2 PP Noo 7 tahun 1998
tertang Peraturan Tabatan Pepabut Pembuim Akt Funah

3. Akta Pengaliban 1ab ndak dikenal daban ssaem pendatiaran tanah dy indonesi yang
v Dt telah dijelashan olele At Pakar Tlokame Agrang Dombuang Tee Suryo
Hunantora, S 0 A S vaee ek menegashan b ssantt Pecalibin L Atas Finah
adalads Akt Juad Beb dan Pepabar Pembuar Akt Vb {PPATY dim didadiarkan



10.

4.) Perimbangan Judex Factie vang ternyata bertentangan dengan kaidah hukum yang

telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstisi No. 12/ PUL - XIX/ 2021, yang

pada pokoknya meny atakan
*...demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah,
setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya

menjadi tidak sab jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang

berwenang yang telah

ditentukan.: cciiivisaiiaiveiasiiniisiisiasesisistiteiissivas i inisa i iebin
............. Kuitansi hanyalah hukti ptmhm aran atau Irnnsaksu hahknn akla jual

beli vang dibuat di hadapan PPAT pun, sambungnya belum dapat dinvatakan
schagai bukti kepemilikan karema baru schagsi salsh satu syarat adanya
peralihan hak. Bukti kepemlikan v ang sah atas tanah adalah sertafikat hak atas tanah,
karens melahn pendatiaran tanah akan dapat diketahw tentang stapa pemegang hak
atas tunah, kapan diperalibkan hab atas tanah wrsehut, dan siapa pemegang hak yang
baru. termasuk juga pka tanah tersebut dibebhans hak tanggungan,”

5.) Pertimbangan Hukum Juder Facne nvata - nvata berientangan dengan pembatasan
vang telah diatur oleh Mahkamah Agung secara tegas dan jelas rerkait svarat
Perlawanan Pihak Ketga (Derden Verzen) dalam SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA
No.- 3 tahun 2018, vang pada pokoknya mengatur bahwa Derden Verzet atas sengketa
wnal. hanya dapat disjukan berdasarkan Pasal 195 ayan (6) Jo. Pasal 208 HIR,
karena alasan “kepemilikan™ tHak Milik, Hak Guna Bangunan. Hak Guna lsaha,
Hak Pakar dan Hah Guadm 1anah)

6.) Pengakuan TURC T TERMOHON BANDING | © TURUT TERLAWAN | yang
menvatakan bahwa pada tahun 2017 Kepemilikan obyek sengketa telah berahib, ndak
memiliki mlar Karena bertentiangan dengan Putusan Perkara Noo 6 P/ FPY 2020/
PTUNShy, tertanggal 1 Juli 2020 dimana dalum  perkara tersebut TURUT
TERMOHON BANDING | [URUT TERLAWAN 1 pada tahun 2020 masih
menyatakan dirinya sehagai pemilik yang sah atas obyek sengketa,

sAEEEw

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facne vang mempertimbangkan petitum angka 3
(tiga) TERMOTION BANDING PELAWAN sehagaimana tertuang dalam pertimbangan
hukumny i dan halaman $3 (lima pulub tga) parageal ke = 3 (uga) sampa dengan halaman
55 (lima puluh lima) paragral ke - 2 (dua), vang pada pokokaya menyvatakan;

bahwa 1L R"-‘.IUHUN Ii:\“ﬁDl'\lh PELAWAN tp..b;;gg'l mehLIi '-,'am., beritikad hnik

Eﬂiun hg_r! ,r,‘a.f.r.n.»._r_n FOWD,

merupakan perimbangan hukum vang keliru dan tdak berdasar atas hukum oleh karena -
I} Pertimbiangan Hukum Judex Facne benentangan dengan knteria pembeli yvang
beriukad bk dalam Surat Edoran Mabkamah Agung Noo 4 whun 2016 yang
mensy aritkan pembelian tangh harus dilukukan di hadapan Pejabat Pembuat Akia

Fanah (PPAT) dan prosesnya dilakukan sesuan ketentuan Peraturan Pemenntah

No. 24 tahun 1997, kareng Jual - Bel amara TERMOHON BANDING !

b



PELAWAN dan TURUT TERBANDING | TURUT TERLAWAN I dituangkan

dalam Akta Notans (Buku P- 035 Akta Pengalthan Hak No. 37). BUKAN AKTA
PPAT dan dilahukan oleh Edhr Susanto dalam kedudukannya sehagaw Notans,

bukan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
terlebih lagt proses Jual - Belh antara TERMOHON BANDING ' PELAWAN dan
IURUT TERBANDING I TURUT TERLAWAN | tersebut TIDAK
DIDAFTARKAN di Kanter Pertanaban Surabaya [ sebagaimana
disyarathan dalam Pasal 39 asat (1) huruf 2 dan £, Pasal 40 PP No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanab serta Pasal 2 PP No. 37 tabhus 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)

2.) Peruimbangan Hukum Jwdex Factre nvata - nyvata bertentangan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No 4 whun 2016 dimana pembeli wajib melakukan
kehati - hattan dengan mencht hal - hal berkantan dengan obyek tanah yang
diperjanpikan dimana terhadap tanah vang berserufikat telah  memperoleh
keterangan dan Badan Perianahan Nasional (BPN) dan nwayvat hubungan hukum
antara tanah tersebut dengan pemegang <erufikal dan oleh karena oby ek senpketa
dalam perkara aquo adalah tanah vang sudah berseruifikat. maka Surat Kelerangan
dan Kelurmhan saja bdak memenuhs svarat untuk dapat dikatakan selah melakukan
kehati = hatian  TERMOHON BANDING © PELAWAN baru dapat dikatakan
pembeli vang benukad bmk apabila telah memperoleh keterangan dan BPN
(Kantor Pertanahan Surabaya ). sedangkan dalam perkara aguo. ketika melukukan
Ikatan Jual Beh atau pengalihan hak atas obyvek sengketa, TERMOHON
BANDING © PELAWAN udak terlemh dahulu mendapatkan keteranpan dari
Kantor Pertanshan Surabay a |

3.) Akta Penanpan Pengalihan Hak No. 37 tersebut hanya mengikat prhak vang
menandatangan dan vdak mengikat obvek sengketa vang mempunyan alas hak /
bukti kepemilikan Serutikat Hak Guna Bangunan No 30 atas nama PT Cinderella
Vila Indonesia (PEMOHON BANDING ° TERLAWAN) dan bukan Petok D
sebagaimana vang diperjanpan dalam Ak Penanpan Pengalihan Hak No. 37
terschut, lebih - lebih lagr alas hak  bukn kepemilikan Serufikat Hak Guna
Bangunan No. 30 atas nama PI Cinderells Vila Indonesia (PEMOHON
BANDING / TERLAWAN) tidak pernah dibatalkan

11. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Focite yang mempertimbangkan petitum angka 4
(empat)  TERMOHON  BANDINGPELAWAN - schagaimana tertuang  dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 53 (hma puluh lima) paragral ke - 3 (tiga), yang
pada pokoknya menyatakan;

bahwa Akta Notsns Peranpian Pengaliban Hak No. 37 tanggal 9 November 2017 yang
;i_l;u:_ﬂ dlhu.:_.i;!_pm Notarts | dhr Susanio dinyatakan ssh Karena TURUT TERBANDING |

TURU T TFREAWAN I telah membay ar lonas dan obyek sengketa telah dikuasan oleh
TERMOHON BANDING - PELAWAN,

merupakan pertimbangan hukum yang kehiru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena
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1.) Akta Perjunjian Pengalihan Hak No 37 merupakan Akia Notaris dan bukan Akta
PPAT dan juga udak didafiarkan pada Kantor Pertanahan Surabaya [ schingga
apabila maksud dan tupuan akia tersebut adalah untuk mengalihkan kepemilikan
obyek sengketa dan TURUT TERBANDING [ TURUT TERLAWAN | kepada
TERMOHON BANDING © PELAWAN, maka akta tersebut nidak sah dan
mengandung kecacatan dr mata hukum karena ndak memenuhi syarat formil yang
diatur dulam PP No 24 1ahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pegabat Pembuat Akta Tanah

2) Perimbangan bahwa PELAWAN telah membayvar lunas kepada TURUT
TERBANDING 1 TURD'T TERLAWAN I dan obyek sengketa tekah dalam
penguasaan TERMOHON BANDING ' PELAWAN sama sekah udak relevan dan
kontekstual untuk menentukan heabsahan suatu perjanjian, vang mana seharusnya
Judex Factie mendasarkannya pada suatu ketentuan vang diatur dalam peraturan

perundang - undangan

12. Bahwa Perttmbangan Hukum Judex Factie vang mempertimbangkan petitum angka 5.
(lima) TERMOON BANDING PF AWAN schagmmana tertuang dalam pertimbangan

hukumnya dan halaman 55 (lima puluh lima) paragral ke - 4 (empat) sampin dengan
halaman 58 (lima puluh delapan) paragral ke - 3 (uga). vang pada pokoknya menyatakan;

bahwa TERMOHON BANDING - PELAWAN adalah pemilik yang sah atas obyek
sengheta karena dalam persidangan perkara aguo, PEMOHON BANDING / TERLAWAN
tidak  mengapukan buktn SHGB mubk TERLAWAN di persidangan dan adanya
Yunsprusens: Putusan MA RI No 251 K Sip' 195K tangpal 26 Desember 1958, Putusan
MA RI No 32 K:Sipr 1975 tanggal 23 Seplember 1975 dan Putusan MA RI No. 242

K/Sip/1958 tangpal S November 1958,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atag hukum oleh karena;

1.) PEMOHON BANDING ¢ TERLAWAN jelas - jelas mengajukan bukti = bukt
kepemilikan atas tanah |

| =3 . Surat Keterangan Pendaltaran anah dan Kantor Pentanahan Surabaya

| atas SHGB No. 30 atas nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang

terletak di J1. Tanjungsart No 73 = 75, Surabaya ;

T — 154, Surt Keterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dari

Polrestabes Surabaya wranggal 22 Mei 2023

T — 15b, Tanda Tenma Permohonan Sertifikat Penggant SHGB No. 30 dari

Kantor Pertanahun Surabava [

T = 15¢, Capy Sertilikar Hak Guna Bangunan No. 360 / Kel. Asemrowo atas

nama PEMOHNON BANDING ! TERLAWAN yang terletak di JI. Tanjungsari

No. 73 = 75, Surabaya,

= 15d. Sertifikat Hipotik Na. 125/ 1996 dari bank UOB, tertanggal 16 Mei

2001,

Yiung sclurubnys bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah saksi

fakta Hendri Kusmaryanto, S5.5T, Kepala Scksi Sengketa, Konflik dan

-

1)



13.

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Surabaya L. yang pada pokoknya
menyatahan hahwa atas obs ek sengketa tedah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan
atas nama PEMOHON BANDING -~ TERLAWAN vang dapat dibuktikan
hesesuaannya dengan Buku lanah vang terdapat pada Kantor Pertanahan
Surabaya L. sehingga dan ala - alat buku tersehut sesungpuhnya sudah menjadi
terang dan jelas dava stk dan yuridis wanab obs ok senghets

1) Yunsprudens: - sunsprudensi wntang knteria pembeli beritikad  baik yang
dijadikan acuan oleh tudex Factie merupakan vurisprudens: vang lahir sebelum
adanya pengaturan penveragaman hriteria pembeli yang herinkad baik oleh
Mahhamah Agung. melalw tethimva SEMA No 4 tahan 2016, sehingga
vurisprudenst - vunsprudenst tersebut sudah ndak relevan lagt dan penentuan
kriterix pembeli vang beritikad huik haruslsh merujuk pada pembatasan
yang dintur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016.

3.) Perimbangan hubum Judes Yactie bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Ronstitusi No. 12/ PUL = XIX/ 2021, harend Jual - Beli tanah obyek senghet
antara [URU T AERBANDING U TURUT TEREAWAN Hdengan TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota
Surahaya 1.

Buhwa Perimbangan Hukum Juwdex Fucte vang mempertimbangkan petitum angka 6
(enam) dan 7 (tujuh) TERMOHON BANDING' PELAWAN sebagaimana tertuang dalam
pertimbangan hukummnya dan halaman 38 (hma puluh delapan) paragraf terakhir sampai
dengan halaman 59 {hma puluh sembilan) paragral ke - 2 (dua), vang pada pokoknva

menyitakan;

bahwa oleh Karena obvek senpketa telah dinyvatakan dialihkan hakny a dan penguasaannya
kepada  TERMOHON _BANDING PELAWAN dan TERMOHON  BANDING/
PELAWAN telah dimvatakan sebagai pemilih yang sah sebagaimana perimbangan
petitum angha 5 (hma), maka terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan
untuh dikabulkan,

merupakan pertimbangan hukum sang keliru dan udak berdasar atas hukum oleh Karena
Jual = Beh © Perjunpan Pengalthan Hak antare TURET]T TERLAWAN | dengan
FTERMOHON BANDING PELAWAN ndak pernah didafturkan ke Kantor Pertanahan
Kota Surabava |, sehingga ndak sah & mata hukum, karena udak memenuby ketentuan
yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 wntang Pendaltaran Tanah.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie vang mempertimbanghan petitum angka 8
(delapan)  TERMOHON BANDING  PELAWAN  schagmmana  teruang  dalam
pertimbangan hukumnya din halaman 39 {hma pulub sembilan) paragral erakhie sampai
dengan halaman 60 tenam puluh) paragral penama. yvang pada pokoknya meny atukan;

I



16.

bahwa beralasan hukum baik PEMOHON BANDING ' TERI AWAN maupun PARA

tunduk terhadap 15i putusan dalam perkara perlawanan ini,

merupakan pertimbangan hukum vang keliru dan ndak berdasar atas hukum oleh karena
Jual - Bel * Peranjian Pengaliban Hak antara TURUT TERBANDING 1/ TURUT
TERLAWAN [ dengan | -RMOTION BANDING/ PELAWAN tidak pernah didaftarkan
ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. schingga tidak sah di mata hukum, karena ndak
memenuhi kelentuan yang diatur dalam PP No. 24 Tahuon 1997 1entang Pendafaran Yanah

Bahwa Perimbangan Hukum Judex Fuctie yang memperumbangkan petitum angka 9
(delapan|  TERMOHON BANDING PELAWAN  sehagmmana  tertuang  dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 60 (enam puluh) paragraf ke - 2 (dua) dan ke - 3
(tiga), vang pada pokoknya meny atakan;

bahwa putusan perkara in dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum
PELAWAN didusarkan adunya akta autentik sebaguimana bukil — bukt surat sanu P - |1
sumpat dengan P - 20,

merupakan pertimbangan hukum vang kelire dan tidak herdasar atas hukum oleh karena
Jual = Beli / Pernpanpian Pengalihan Huk antara TURUT TERBANDING | ¢ TURUT
TERLAWAN [ dengan TERMOHON BANDING' PFLAWAN udak pernah didalarkan
ke Kantor Peranahan Kot Surabava 1. schingga tdak sab di mata hukum, karena ndak
memenufi ketentuan vang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah.

Bahwa apabily scluruh bukti - bukt yang digjukan olch PEMOHON BANDING /

TERLAWAN diterima dan dipertimbangkan sccara seksama, maka akan didapati

kesimpulan atas 3 (ga) isu utama dalam memutus perkira ini

|.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memiliki Legal Standing yang

dipersyaratkan oleh hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke — 3 (Derden Verzen)?
Apabila SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahun 2018 yang digunakan
sehagar dasar 1 ukum ¢ batw uji. maka akan didapati bahwa TERMOHON BANDING
/ PELAWAN ndak memiliki Legal S1anding unok mengajukan Derden Verze,
karena tidak ada sat buktpun vang menunjukkan bahwa TERMOHON BANDING
! PELAWAN memiliki Serufikat Huk Atas tanah dengan nama TERMOHON
BANDING / PELAWAN sebagai pemegang hak atas obyek senpketa,

2.) Apakah benar telah terjadi peraliban hak yang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING 1 [TURUT TERLAWAN 1 kepada
TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Apabila PP No. 24 whun 1997 watang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Puwsan Mahkamah
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Konstitusi No. 12/ PUU = XIX 2021 vang digunakan sebapai dasar hukum / batu uji,
maka akan didapan hahwa tidak pernah terjadi Peralihan Hak atas tanah yang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING | TURLU'T TERLAWAN | dengan
TERMOHON BANDING * PELAWAN atas obyek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli
yang beritikad baik di muka hukum?
Apabily Rumusan Kamar Perdata Anghka 4. SEMA No_ 4 tahun 2016 yang digunakan
sehagar dasar hukum  batw up. muka akan didapan bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN udak memenuhi kniteria sebaga) pembelt yang bentikad
baik.

Bahwa berdasarkan  alasan—alasan tersebut diatas maka PEMOHNON BANDING /
TERL AWAN mohon kepada Pengadilan Tingei Jawa Timur untuk berkenan menjatuhkan
Putusan

MENGADILI
| Menerima Permohonan Banding dar PEMOHON BANDING ' TERLAWAN;
2. Membatalkan Putsan Pengadilan Negert Surabaya No. 19/PduBiv2023/PN Sby..
tangeal 27 Juli 2023 vung dimohonkan banding tersebuy,

MENGADILI SENDIRI
| Menvatakan menolak Perlawanan TERMOHON BANDING / PELAWAN untuk

seluruhnya.

2. Memvatakan bahwa TERMOHON BANDING / PELAWAN adalah TERMOHON
BANDING ' PELAWAN vang tdak benar.

3, Membehankan biava yang timbul dalam perkara in kepada TERMOHON BANDING
/' PELAWAN.

ATAL
Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil - adilnya.

Atas Perhatian divcapkan tenma kasih

Hormat kami, .— —
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